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Didalam sebuah perjanjian televisi berlanggan terkadang mengandung 
klausula baku yang jelas – jelas dilarang dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sehingga Konsumen Televisi Berlangganan 
merasa dirugikan terhadap pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengkaji 
perjanjian Televisi berlangganan terhadap perubahan paket siaran secara sepihak, (2) 
untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen TV berlangganan terhadap 
perubahan paket siaran secara sepihak 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat 
field research. Penelitian field research adalah penelitian yang memaparkan dan 
menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang 
terjadi 
Hasil penelitian, (1) Bentuk perjanjian televisi berlangganan Indihome 
Telkom Indonesia terhadap perubahan paket siaran secara sepihak pada dasarnya 
menggunakan kontrak merupakan hubungan hukum antara pihak Telkom dengan 
Pelanggan. Telkom berhak atas prestasi dan Pelanggan berkewajiban untuk 
melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Unsur-unsur 
kontrak televisi berlangganan setidaknya meliputi (a) adanya hubungan hukum yang 
menimbulkan akibat hukum timbulnya hak dan kewajiban, (b) adanya subjek hukum, 
(c) adanya prestasi, terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat 
sesuatu., (2) Perlindungan Hukum yang diberikan Telkom, terhadap Pelanggan 
layanan Indihome diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang 
Perlindungan Konsumen, dibedakan menjadi dua yakni (a) perlindungan hukum 
yang bersifat preventif sebelum adanya sengketa, (b) perlindungan hukum refresif 
hanya berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa yaitu sengketa kepada 
Pengadilan Negeri (PN) atau Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) 
dengan domisili hukum dilokasi Telkom. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
  














In a subscription television agreement it sometimes contains standard clauses 
that are clearly prohibited in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection so 
that Subscribed Television Consumers feel disadvantaged against business actors. 
This study aims (1) to examine the agreement of subscription television to changes in 
broadcast packages unilaterally, (2) to examine the legal protection of consumers of 
subscription TV to unilaterally change broadcast packages 
The type of research the author uses is the type of research that is field 
research. Field research is research that describes and illustrates the situation and 
phenomena more clearly about the situation that occurs 
The results of the study are: (1) The form of Indihome Telkom Indonesia 
subscription television agreement for unilateral broadcast package changes basically 
uses a contract as a legal relationship between Telkom and the Customer. Telkom 
has the right to achievement and the Customer is obliged to carry out his 
achievements in accordance with what has been agreed. The elements of a 
subscription television contract include at least (a) the existence of a legal 
relationship that gives rise to the legal consequences of the emergence of rights and 
obligations, (b) the existence of a legal subject, (c) the existence of achievement, 
consisting of doing something, doing something, and not doing something., (2) Legal 
protection provided by Telkom, for Indihome service customers is regulated in Act 
Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, divided into two namely (a) 
preventive legal protection before dispute, (b) refressive legal protection only 
functions to resolve if a dispute occurs, namely a dispute to the District Court (PN) 
or the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) with legal domicile at Telkom's 
location. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
 














 Proses belajar adalah membacaa dan mendengar, ditunjukan dan dilakukan, 
mengasah diri, mempertajam kesadaran jiwa sehingga kita mampu 
menyadari keberadaan Allah SWT dalam segala aspek kehidupan 
 Pahami Proses Kerja adalah sebagai proses belajar. Lakukan Kerja dengan 
penuh kesadaran, semangat dan tanggung jawab, sehingga tidak merasa kerja 
sebagai suatu beban dan dapat menjalani semuanya dengan penuh kedamaian 
 Orang bijaksana memiliki rasa toleransi yang tinggi untuk memahami orang 
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A. Latar Belakang 
Pesatnya perkembangan zaman dan perubahan teknologi merubah segala 
segi kehidupan masyarakat termasuk gaya hidup masyarakat itu sendiri. 
Perkembangan tersebut juga memberikan dampak yang positif bagi 
perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian. Dengan 
berkembangnya hal-hal tersebut memberikan kemudahan yang luar biasa bagi 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, karena telah banyak beragam variasi 
barang dan jasa yang dapat dikonsumsi masyarakat. Dalam hal pemenuhan 
kebutuhan masyarakat akan melakukan segala hal untuk memenuhinya.  
Terkait dengan kebutuhan yang dimaksud, kebutuhan dibagi menjadi 3 
(tiga) tingkatan, yang pertama adalah kebutuhan primer yang dimana kebutuhan 
ini adalah kebutuhan yang setiap masyarakat harus miliki guna menjamin 
keberlangsungan hidupnya. Setelah kebutuhan primer ada kebutuhan sekunder 
yaitu merupakan jenis kebutuhan yang diperlukan setelah semua kebutuhan pokok 
primer telah semuanya terpenuhi dengan baik. Kebutuhan sekunder merupakan 
kebutuhan yang selalu ada di samping kebutuhan primer.
1
Kebutuhan yang ketiga 
adalah kebutuhan tersier yang dimana Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang 
hanya bisa dipenuhi dengan mengonsumsi benda yang tergolong mewah atau 
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Kebutuhan Sekunder: Pengertian dan Contoh Kebutuhan Sekunder, https://www.ilmusiana. 








Kebutuhan memperoleh informasi, hiburan dan pendidikan dan pengawasan 
yang memberikan manfaat kepada masyarakat, salah satu pemenuhan hal tersebut 
yaitu kebutuhan media penyiaran dan kebutuhan ini termasuk kebutuhan 
sekunder. Media penyiaran atau lebih tepatnya media televisi memberikan 
program-program televisi yang dapat menjangkau program televisi baik dalam 
maupun luar negeri yang sekarang atau saat ini disebut dengan TV berlangganan. 
TV berlangganan adalah istilah populer dari stasiun televisi berlangganan, 
dulunya adalah seseuatu yang tabu bagi masyarakat dan hanya diketahui dan 
dimiliki oleh beberapa kalangan saja. Akan tetapi seiring dengan semakin 
pesatnya kemajuan teknologi mendorong kebutuhan atas jasa penyiaran televisi 
berlangganan semakin diminati masyarakat baik dari kalangan anak-anak, remaja 
maupun orang dewasa. TV berlangganan sendiri memberikan alternatif pilihan 
saluran bagi masyarakat. Melalui TV berlangganan masyarakat bisa memilih 
siaran sesuai kebutuhan, mulai dari tayangan drama, hiburan, olahraga, 
ensiklopedia, hingga program kartun bagi anak-anak.  
Semakin tingginya minat masyarakat akan kebutuhan terhadap TV 
berlangganan menjadi alasan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dalam 
bidang penyedia jasa penyiaran TV berlangganan. Di Indonesia sendiri telah 
banyak tumbuh pelaku usaha dalam bidang tersebut, dan banyak pula program-
program televisi yang ditawarkan baik dalam maupun luar negeri. TV 
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Kebutuhan Tersier: Pengertian dan Contoh Kebutuhan Tersier, https://www.ilmusiana.com/ 




berlangganan sendiri adalah jasa penyiaran saluran televisi yang terkhusus bagi 
setiap konsumen yang ingin membayar atau berlangganan secara berkala.  
Masyarakat sebagai konsumen TV berlangganan harus memenuhi berbagai 
syarat dan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam perjanjian yang telah 
dibuat oleh pihak penyedia jasa penyiaran saluran televisi. Perjanjian dilakukan 
oleh kedua belah pihak adalah perjanjian baku yang telah disiapkan pihak 
penyedia jasa penyiaran. Penggunaan perjanjian baku tersebut guna menyingkat 
waktu dan juga biaya tetapi terkadang hal tersebut juga membuat kepentingan 
konsumen terabaikan oleh pelaku usaha.  
Terkadang dalam perjanjian tersebut juga terdapat klausula baku yang jelas-
jelas dilarang oleh Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, sehingga membuat para konsumen merasa dirugikan oleh klausula 
tersebut tetapi karena konsumen adalah pihak yang lebih lemah tidak dapat 
melakukan apa-apa. Konsumen cenderung tidak lepas dari kondisi sosial 
masyarakat dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan hak-hak konsumen.
3
 
Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang adalah adanya 
kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian 
hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan 
konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa 
kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan 
oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut, dalam hal ini 
pemberdayaan konsumen dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan 
dan kemandiriannya melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat 
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Rosmawati. Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Depok: Kencana, 2015, hlm.54 
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dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai efek negatif pemakaian, 
penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya, disamping itu, 
juga kemudahan dalam proses menjalankan sengketa konsumen yang timbul 
karena kerugian yang timbul karena kerugian harta bendanya, 




Berdasarkan latar belakang di atas penulis disini tertarik untuk melakukan 
penelitian mencoba untuk membahas perihal tanggung jawab pelaku usaha dalam 
perubahan perubahan tagihan secara sepihak yang penulis tuangkan dalam judul: 
“Perlindungan Hukum Konsumen Televisi Berlangganan terhadap Perubahan 
Paket Siaran Secara Sepihak (Studi Kasus pada Indihome Telkom Indonesia 
Cabang Pemalang). 
 
B. Rumusan Masalah  
Melihat dan mengingat uraian latar belakang yang telah dijabarkan oleh 
penulis di atas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan hukum 
yang timbul sebagai berikut:  
1. Bagaimana perjanjian Televisi berlangganan Indihome Telkom Indonesia 
terhadap perubahan paket siaran secara sepihak? 
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen Televisi berlangganan Indihome 
Telkom Indonesia terhadap perubahan paket siaran secara sepihak? 
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 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Diadit Media, 
2007. Hlm. 39. 
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C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengkaji perjanjian Televisi berlangganan Indihome Telkom Indonesia  
terhadap perubahan paket siaran secara sepihak 
2. Untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen Televisi berlangganan 
Indihome Telkom Indonesia terhadap perubahan paket siaran secara sepihak  
 
D. Manfaat Penelitian  
Selain tujuan-tujuan tersebut tersebut di atas, penulisan skripsi ini juga 
diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya: 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat disumbangkan terhadap perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian sehingga dapat 
memberikan bahan, masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan 
selanjutnya. 
2. Secara Praktis 
a. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan 
masyarakat pada umumnya tentang penyelesaian permasalahan dalam 
perjanjian penyedia jasa penyiaran.  
b. Dapat mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan dalam perjanjian 





E. Tinjauan Pustaka 
            Tinjauan pustaka memiliki tujuan utama yakni memberikan informasi 
kepada pembaca bahwa hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian  
yang akan dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang 
ada dan mengisi celah-celah penelitian yang ada sebelumnya.
5
 Hasil penelitian 
yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam 
lingkup yang sama. Secara teknis hasil penelitian yang relevan dengan apa yang 
akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti, waktu penelitian, tempat 
penelitian, sampel penelitian, analisis, dan kesimpulan.
6
  
Penelitian yang relevan dalam hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 
1. Bahtiar Muhsin Fauzan, meneliti tentang “Analisis Pelayanan Konsumen pada 
Langganan TV Kabel Indovision di Kota Surakarta”, hasilnya adalah hak dan 
kewajiban Indovision sebagai penyedia TV berlangganan merupakan jenis 
perjanjian jasa-jasa tertentu yang diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata dimana 
Suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan 
untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, 
sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama 
sekali terserah kepada pihak lawan itu. Hak dan kewajiban dari pelanggan 
dalam perjanjian TV berlangganan dengan Indovision dijalankan sesuai 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen pada 
Pasal 4 dan Pasal 7. Perlindungan Post Kontraktuil berupa jika pelanggan yang 
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bersangkutan tidak berada di tempat saat instalasi peralatan, maka dapat 
diwakilkan namun wajib melampirkan surat kuasa berupa promo Promo yang 
diberikan kepada konsumen merupakan prestasi yang harus dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata bahwa “tiap-tiap perikatan 
adalah memberi sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat 
sesuatu”. Perbuatan Indovision dengan tidak memberikan pelayanan kepada 
konsumen yang mendapatkan masalah merupakan kategori perbuatan wanp
restasi. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 
Sehubungan dengan perlindungan hukum yang menjadi hak dan harus 
diberikan kepada konsumen maka, menurut Pasal 45 ayat 2 UU No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila terjadi sengketa 
makapenyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan dua (2) 
cara,yaitu: Penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa 
secara damai oleh para pihak yang bersengketa dan penyelesaian sengketa 
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 45 ayat 2, Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana setiap 
konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan 
masalahnya kepada BPSK. 
2. Ayu Permata Sari, Suradi, dan Aminah, meneliti tentang “Perlindungan Hukum 
bagi Pengguna Jasa Penyiaran Berlangganan (TV Berlangganan) dengan 
Perubahan Harga Paket Berlangganan Secara Sepihak Oleh Lembaga 
Penyiaran Berlangganan”, hasilnya adalah perkembangan teknologi 
mendorong masyarakat untuk mendapat informasi secara cepat. Haltersebutpun 
membuat pertelevisian di Indonesia berkembang pesat sehingga muncul 
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televisi berbayar yang sangat diminati oleh konsumen, untuk berlangganan 
televisi berbayar konsumenharus menyetujui perjanjian baku yang telah dibuat 
oleh lembaga penyiaran berlangganan selakupelaku usaha. Perjanjian tersebut 
merupakan perjanjian timbal balik yang pada dasarnyamenimbulkan hak dan 
kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian baku yang dibuat oleh 
pelakuusaha terkadang mengenyampingkan kepentingan konsumen hal tersebut 
dapat dilihat daripencantuman klausula baku yang dilarang oleh Undang-
Undang Perlindungan Konsumen yangterdapat pada perjanjian tersebut. 
Konsumen yang dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha yangbertentangan 
dengan perjanjian dapat melakukan upaya perlindungan konsumen baik 
melaluijalurr hukum ataupun non-hukum. 
3. Amiratul Fatihah, meneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pemakai 
Jaringan Indihome Pasca Pelunasan Tunggakan (Studi pada PT.Telkom 
Medan)”,   hasil penelitiannya adalah dalam melakukan perjanjian/kontrak atas 
beli-sewa atas layanan indihome yaitu: PT. Telkom menampilkan beberapa 
point perjanjian berupa kewajiban, hak, tanggung jawab dan larangan bagi 
pelanggannya begitupun sebaliknya. Pelaku usaha diwajibkan, selama waktu 
sewa, menyeluruh melakukan pembetulan pada barangnya yang disewakan 
yang perlu dilakukan terkecuali pembetulan kecil yang menjadi wajibnya si 
penyewa. Dalam prakteknya perjanjian sering dibuat dalam kondisi yang tidak 
berimbang. Pelaku usaha memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam 
ketentuan klausula baku. Biasanya perjanjian tersebut lebih mementingkan 
salah satu pihak, yaitu pelaku usaha itu sendiri, sementara pelaku usaha 
dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar 
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tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang 
dimaksud. 
Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti 
pada dasarnya terletak jenis layanan yang digunakan oleh penyewa layanan 
siaran. Adapun dalam prakteknya perjanjian sering dibuat dalam kondisi yang 
tidak berimbang. Pelaku usaha memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam 
ketentuan klausula baku. Biasanya perjanjian tersebut lebih mementingkan 
salah satu pihak, yaitu pelaku usaha itu sendiri, sementara pelaku usaha 
dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar 
tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang 
dimaksud  
 
F. Metode Penelitian  
Beberapa hal yang hendak dikemukakan terkait dengan jenis penelitian, 
pendekatan, sumber data dan sebagainya adalah sebagai berikut. 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat 
field research. Penelitian field research adalah penelitian yang memaparkan 




2. Pendekatan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka penelitian 
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ini termasuk pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan 
mengkaji data primer yang ada di lapangan yang mengenai Perlindungan 
Hukum Konsumen Televisi Berlangganan Terhadap Perubahan Paket 
Siaran Secara Sepihak ( Study Kasus pada Indihome Telkom Indonesia 
Cabang Brebes ). Dengan kata lain, metode penelitian ini meliputi 
pendekatan undang - undang (statue approach) dan pendekatan kasus 
(case aprroach). Pendekatan undang- undang (statue approach) 
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan 




3. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 
sekunder, yaitu : 
a) Data Primer 
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Undang – Undang 
2. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini 
3. Karya ilmiah atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian 
4. Infomasi yang dikutip dari internet 
b) Data Sekunder 
Data sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 
tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum sekunder 
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meliputi: jurnal, literature, buku, laporan penelitian yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti 
4. Metode Pengumpulan Data 
Dalam proses pengumpulan data penulis disini menggunakan metode Study 
Kepustakaan dan Wawancara, data yang diperoleh baik dari studi lapangan 
maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis 
secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan 
dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk 
memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan, 
yaitu hal-hal yang bersifat khusus. 
5. Metode Analisis Data 
Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan 
menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah 
metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu 
data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Dengan menganalisis data yang 
telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data 
yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun 




G. Rencana Sistemtika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis 
besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk 
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memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, 
maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:  
BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini adalah bab yang mana berisikan suatu 
gambaran secara singkat kesuluran isi penulisan karya ilmiah yang terdiri 
dari: Latar Belakang, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan 
Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan 
Sistematika Skripsi. 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA Bab ini adalah bab yang berisikan tentang 
tinjauan-tinjauan secara umum tentang apa saja yang menjadi dasar 
penulisan karya ilimah tersebut, yang meliputi: Tinjauan Umum tentang 
Perjanjian, Tinjauan Umum Pelaku Usaha, Tinjauan Umum tentang 
Konsumen dan beberapa tinjauan yang sesuai dengan topik pembahasan 
penelitian skripsi ini. 
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisikan 
tentang pembahasan data yang telah diperoleh dari penilitian dan telah di 
periksa kembali secara teliti selanjutnya di bahas dengan secara runtun 
dan sistematis.  
BAB IV. PENUTUP Bab ini berisikan tentang Penutup yang terdiri dari: 











A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
         Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk 
menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam 
hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat 
dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan 
manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan 
peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, 
umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa 
yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara 
melaksanakan kepatuhan pada kaedah.
10
 Wujud dari peran hukum dalam 
masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota 
masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam 
masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat 
mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai 
perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat 
yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.  
      Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar 
tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan 
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manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi 
hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang 
dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian 
hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, 
bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepadatujuan Negara, yaitu mendatangkan 
kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.
11
 
Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum denganobjek hukum 
yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban 
yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, 
sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan 
kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat 
diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastianbahwa seseorang 
akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga 
yang bersangkutan merasa aman.Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa 
perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada 
subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif 
maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. 
Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran 
darifungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang 
ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan 
hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak 
hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan 
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dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai. 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, maka system 
perlindungan hukum yang dianut harus berpijak pada dasar Negara  Pancasila, 
yaitu tidak hanya melihat hak dan kewajiban di dalam masyarakat. 
2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum 
Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaspada 
Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip-prinsip 
yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah 
sebagai berikut: 
a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan 
pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan 
martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila 
yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila 
merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. 
Pengakuan akan harkatdan martabat manusia berarti mengakui kehendak 
manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha 
untuk mencapai kesejahteraan bersama. 
b. Prinsip Negara Hukum 
Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap 
tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum.Pancasila sebagai 
dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara 
pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan 
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elemen pertama dan utama karena Pancasila, yangpada akhirnya mengarah 
pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan. 
 3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum 
Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), 
yaitu : 
a. Perlindungan hukum yang preventif. 
Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyatuntuk 
mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu 
keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, 
perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan 
sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada 
kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang 
preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil 
keputusan yang berkaitan dengan asas freies ermessen, dan rakyat dapat 
mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana 
keputusan tersebut. 
b. Perlindungan hukum yang represif 
Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi 
sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial 
menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 
3 (tiga) badan, yaitu: 
1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan UmumDewasa ini dalam praktek 
telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada 
Peradilan Umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. 
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2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi 
Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi 
pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah 
permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang 
merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi 
pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan 
tindakan pemerintah tersebut. 
3) Badan-badan khusus 
Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan 
suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor 
Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, 
Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.
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4. Perlindungan Konsumen 
a. Pengertian Konsumen 
Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (Inggris-
Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata 
consumer adalah setiap orang pengguna barang.
13
 Dalam kamus bahasa 
Inggris-Indonesia memberi kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. 
Pengertian konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK mengandung unsur-unsur  
sebagai berikut:  
a. Konsumen adalah setiap orang: Maksudnya adalah orang perorangan dan 
termasuk juga badan usaha (badan hukum atau non badan hukum). 
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b. Konsumen sebagai pemakai 
Pasal 1 ayat (2) UUPK hendak menegaskan bahwa UUPK menggunakan 
kata “pemakai” untuk pengertian konsumen sebagai konsumen akhir (end 
user). Hal ini disebabkan karena pengertian pemakai lebih luas, yaitu semua 
orang mengkonsumsi barang dan/atau jasa untuk diri sendiri. 
c. Barang dan/jasa 
Barang yaitu segala macam benda (berdasarkan sifatnya untuk 
diperdagangkan) dan dipergunakan oleh konsumen. Jasa yaitu layanan 
berupa pekerjaan atau prestasi yang tersedia untuk digunakan oleh 
konsumen.  
d. Barang dan/jasa tersebut tersedia dalam masyarakat Barang dan/jasa yang 
akan diperdagangkan telah tersedia di pasaran, sehingga masyarakat tidak 
mengalami kesulitan untuk mengkonsumsinya. 
e. Barang dan/jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 
lain atau mahluk hidup lain. Dalam hal ini tampak adanya teori kepentingan 
pribadi terhadap pemakaian suatu barang dan/jasa. 
f. Barang dan/jasa tidak untuk diperdagangkan 
Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yaitu hanya konsumenakhir, 
sehingga maksud dari pengertian ini adalah konsumen tidak memperdagangkan 
barang dan/jasa yang telah diperolehnya. Namun, untuk dikonsumsi sendiri. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka (1) yang berbunyi: 
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.  
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Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 
tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk 
meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya 
demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya 
menjamin kepastian hukum bagi konsumen . 
Konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen disebutkan: 
 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baikuntuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 
maupun makhluk hidup laindan tidak untuk diperdagangkan” 
 
Cakupan makna tentang konsumen menurut yang diatur dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen yakni: 
a. Hanya orang-perorangan 
b. Konsumen dibatasi dengan konsumen akhir. Konsumen antara 
tidaktermasuk dalam pengertian yang dimaksud 
c. Barang/jasa telah tersedia atau telah dipromosikan kepada masyarakat 
Subjek yang disebut konsumen berarti setiap orang berstatus sebagai 
pengguna suatu produk. Orang yang dimaksud dalam UUPK wajiblah 
merupakan orang alami dan bukan badan hukum. Sebab yang dapat 
memakai, menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi diri sendiri, 
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia. Termasuk pengertian 
pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat ini antara lain adalah pembeli 
barang dan/atau jasa, termasuk untuk keluarga, peminjam, penukar, 
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pelanggan atau nasabah,dsb.Istilah “perlindungan konsumen“ berkaitan 
dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen 
mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan 
perlindungan itubukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih haknya yang 
bersifat abstrak, dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya 
identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak 
konsumen. Hal ini disebabkan karena kehadiran suatu kaidah hukum (legal 
procept),aturan hukum (regulayuris), alat hukum (remedium juris) dan 
ketegakan hukum(law enforcement) yang menetap adalah dambaan 
masyarakat Indonesia sekarang, sehingga para konsumen, pelaku usaha, 
bahkan segenap masyarakat akan memetik hasilnya. 
b. Teori Tujuan Hukum 
Beberapa teori -teori yang paling dikenal mengenai tujuan hukum, yaitu: 
a. Teori Keadilan 
Menurut teori ini, tujuan hukum adalah keadilan. Teori ini dapat dikatakan 
merupakan teori tertua mengenai tujuan hukum. Perhatian terhadap keadilan 
telah ada sejak zaman dahulu kala. Bangsa Yunani Kuno misalnya, mereka 
telah memiliki dewi yang khusus mengenai keadilan yaitu Dewi Themis. 
b. Teori Utilitas (Kemanfaatan) 
Pelopor teori utilitas adalah Jeremy Bentham, menurut Bentham ada 
duamajikan (Master) dalam kehidupan manusia, yaitu susah (pain) dan 
senang(pleasure). Dua hal ini menguasai semua yang dilakukan, semua 
yang ditakutkan, dan semua yang kita fikirkan. Semua tindakan manusia di 
arahkan padauntuk memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan 
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kesusahan. Sehubungan dengan itu, Jeremy Bentham mengemukakan asas 
manfaat (principle of utility),yaitu semua hal harus bermanfaat untuk 
memenuhi kecendrungan manusia untuk menghasilkan kesenangan, dan 
mencegah kesusahan. 
c. Teori Gabungan : Keadilan dan Manfaat 
Menurut L.J.Van Apeldoorn pandangan ini sudah terdapat dalam 
tulisanJ.Schrassert pada tahun 1719 yang mengemukakan bahwa “kedua 
wujud hukumyang terpenting ialah keadilan dan manfaat”. 
d. Teori Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat 
Masyarakat pada umumnya cenderung berpandangan bahwa tujuan 
hukumadalah menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.
14
 
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum 
untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan 
kepastian hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi 
rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan 
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada 
Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Roscou 
Pound mengemukakan bahwa perlindungan hukum memiliki tujuan untuk 
melindungi kepentingan manusia (law as tool of social engineering). 
Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi 
manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia 
yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu: 
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Donald Albert Rumokoy dan Frans Maranir. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 
2016, hlm 27-35 
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a. Public interest (kepentingan umum) 
b. Social interest (kepentingan masyarakat) dan 
c. Privaat interest (kepentingan individual) 
d. Kepentingan umum (public interest)yang utama, meliputi: 
Ada enam kepentingan masyarakat (social interest) yang dilindungi oleh 
hukum, yang meliputi: 
a. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti keamanan, 
kesehatan, kesejahteraan, jaminan transaksi-transaksi, dan pendapatan 
b. Bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam 
perkawinan, politik seperti kebebasan dalam berbicara, dan ekonomi 
c. Masyarakat dalam kerusakan moral seperti korupsi, perjudian, 
pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang 
bertentangan dengan moral yang baik, atau peraturan yang membatasi 
tindakan-tindakan anggotatrust 
d. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sosial, seperti menolak 
perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (abuse of right) 
e. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan hak 
milik, perdagangan bebas, monopoli kemerdekaan industri, dan penemuan 
baru. 
f. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, 
seperti perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan 
berbicara dan memilih jabatan.
15
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Ada tiga macam kepentingan individual (privat interest), yang perlumendapat 
perlindungan hukum, yaitu: 
a. Kepentingan kepribadian (interest of personality), meliputi perlindungan 
terhadap integritas (keutuhan) fisik, kemerdekaan kehendak, reputasi (nama 
baik), terjaminnya rahasia-rahasia pribadi, kemerdekaan untuk menjalankan 
agama yang dianutnya, dan kemerdekaan mengemukakan pendapat; 
b. Kepentingan dalam hubungan rumah tangga (interest in domestic), meliputi 
perlindungan bagi perkawinan, tuntutan bagi pemeliharaan keluarga, dan 
hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak.
16
 
c. Kepentingan substansi (interest substance), meliputi perlindungan terhadap 
harta, kemerdekaan dalam penyusunan testamen, kemerdekaan industri dan 
kontrak, dan pengharapan legal akan keuntungan-keuntungan yang 
diperoleh. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek 
hukum yang satu dengan objek hukum lainnya dan/atau antara subjek 
hukum dengan objek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana 
hubungan tersebut diatur oleh hukum karenanya terdapat hak dan 
kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum.
17
 
Menurut Az. Nasution pengertian konsumen menegaskan beberapa 
batasanyaitu: 
a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa 
digunakan untuk tujuan tertentu.  
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Yolanda Datya Rulyanti. 2016. Hubungan Hukum Antara Pt. Telkom Dengan PelangganDalam 
Berlangganan Produk Indihome Fiber. Melalui https://anzdoc.com/jurnal-karya-ilmiahhubungan-
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b. Konsumen antar aadalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa 
untuk digunakann dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk 
diperdagangkan (tujuan komersial). 
c. Konsumen antar aadalah setiap orang yang mendapatkan barang 
dan/jasauntuk digunakann dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau 
untuk diperdagangkan (tujuan komersial). 
d. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan 
menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan 
kembali (non-komersial). Perlindugan terhadap Konsumen dipandang 
secara materiil maupun formiil makin terasa sangat penting, mengingat 
makin lajunnya ilmu pengetahuan danteknologi yang merupakan motor 
penggerak bagi produktifitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang atau 
jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam 
rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung 




Pengertian konsumen pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1999 menentukan bahwa:   
”konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.  
 
                                                          
      18 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Diadit Media, 




        Pengertian bahwa konsumen adalah pemakai akhir barang dan jasa 
yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri atau keluarga 
atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Berdasarkan 
berbagai pendapat diatas, penulis setuju untuk mendefinisikan konsumen 
sebagai konsumen akhir.  
Undang - Undang Perlindungan Konsumen  yang lebih ditekankan adalah 
asas itikad baik dari pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam 
melakukan kegiatan usahanya sehingga dimulai dari barang 
dirancang/diproduksi, ditribusi pada pemasaran hingga penawaran, hal ini 
dilakukan untuk melindungi kepentingan konsumen agar tidak dirugikan 
oleh kegiatan pelaku usaha. Di samping itu sebaiknya ditentukan urutan-
urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen apabila dirugikan oleh 
pelaku usaha pada saat produk mengalami cacat pada saat diproduksi, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat produk 
tersebut jika berdomisili didalam negeri dan domisilinya diketahui oleh 
konsumen yang dirugikan. 
2) Apabila produk yang merugikan konsumen tersbut diproduksi diluar 
negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak 
mencakup pelaku usaha diluar negeri. 
3) Apabila produsen  maupun importer dari suatu produk tidak diketahui, 




        Perkembangan teknologi yang sangat cepat merupakan problematik 
konsumen di era globalisasi masa ini. Pelaku usaha dituntut untuk mengubah 
tipe-tipe produknya mengikuti selera dan kebutuhan konsumen yang terus 
berganti dalam waktu singkat. Perkembangan teknologi yang berkembang 
pesat tersebut menimbulkan kesenjangan pengetahuan konsumen terhadap 
produk teknologi tinggi, salah satunya terhadap distribusi smartphone. 
Munculnya kesenjangan ini karena kondisi budaya konsumen yang pada 
umumnya kurang sensitif terhadap perkembangan teknologi dalam mencermati 
kebutuhan teknologi, dan belum optimalnya upaya pelayanan informasi publik 
oleh instansi yang terkait. 
Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
disebutkan juga sejumlah hak dan kewajiban konsumen yang mendapat 
jaminan dan perlindungan hukum. Sebagai pemakai barang dan atau jasa, 
konsumen memiliki hak dan kewajiban yang sangat penting untuk dapat 
bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri ketika hak-haknya 
dilanggar oleh pelaku usaha. Setiap konsumen tidak hanya mempunyai hak 
yang bisa dituntut dari pelaku usaha, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi 
atas diri pelaku usaha.   
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen disebutkan juga sejumlah hak-hak konsumen, yaitu:  
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi 
barang dan/atau jasa;  
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b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan atau 
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan;  
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa;  
d. hak untuk didengar pendapat dan keluahannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan;  
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut;  
f.  hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;  
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif;  
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya;  
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.  
         Hak-hak konsumen sebagaimana disebut di atas secara ringkas dapat 
dijelaskan sebagai berikut:  
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian 
bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan 
yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus  dilindungi 
dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya 
karena memakai atau  mengonsumsi suatu  produk. Dengan demikian, setiap 
produk, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya 
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harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan konsumen.  
b. Hak untuk memilih, mengandung pengertian tidak dikehendakinya prroduk 
yang dapat mencelakakan dan mencederai konsumen. Karena itu, pelaku 
usaha wajib mencantumkan label produknya sehingga konsumen dapat 
mengetahui adanya unsur-unsur yang dapat membahayakan  keamanan dan 
keselamatan dirinya atau menerangkan secara lengkap perihal produknya 
sehingga konsumen dapat memutuskan apakah produk tersebut cocok 
baginya.  
c. Hak atas informasi yang benar, mengandung pengertian dalam hal 
berproduksi pelaku usaha diharuskan bertindak jujur dalam memberi 
informasi sehingga konsumen dapat memilih produk yang terbaik bagi 
dirinya. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha mengenai produknya 
diharuskan informasi yang jujur, benar, dan jelas sehingga tidak mengelabui 
atau membodohi konsumen. Karena itu, pemanfaatan media informasi oleh 
pelaku usaha, baik  dengan iklan, dan media lainnya hendaknya dilandasi 
kejujuran dan niat baik.  
d. Hak untuk didengar mengandung pengertian bahwa pelaku usaha seharusnya 
mendengar keluhan konsumen dan memberikan penyelesaian yang baik 
apabila setelah mengonsumsi atau menggunakan suatu produk, konsumen 
merasa dirugikan atau dikecewakan karena ternyata produk yang 
dikonsumsinya tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya, misalnya 
kualitas tidak sesuai.  
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e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa, dimaksudkan bahwa pelaku usaha berada dalam kedudukan yang 
lebih kuat, baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan dibanding 
dengan konsumen, maka konsumen perlu mendapatkan perlindungan yang 
secara patut atas hak-haknya. Perlindungan itu dibuat dalam suatu peraturan 
perundang-undangan serta dilaksanakan dengan baik.  
f.  Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, yang berarti 
konsumen berhak mendapatkan bagaimana berkonsumsi yang baik. Pelaku 
usaha wajib memberi informasi yang benar dan mendidik sehingga 
konsumen makin dewasa bertindak dalam memenuhi kebutuhannya, bukan 
sebaliknya mengeksploitasi  
g. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur, yang berarti dalam 
memperoleh pelayanan konsumen berhak juga untuk diperlakukan secara 
benar dan jujur serta tidak diskriminatif dengan konsumen lainnya, tanpa 
ada pembeda-bedaan berdasarkan ukuran apapun, misalnya suku, agama, 
budaya, daerah, daerah asal atau tempat tinggal, pendidikan, status ekonomi, 
dan status sosial lainnya.  
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, mengandung pengertian 
apabila konsumen merasa dirugikan atau dikecewakan karena produk yang 
dikonsumsi atau digunakan tidak sesuai dengan informasi yang diterimanya, 
maka konsumen berhak mendapatkan penggantian atas kerugian yang 




i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya, yang berarti konsumen berhak mendapatkan hak-hak lainnya sesuai 
dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Ketentuan ini membuka kemungkinan 
berkembangnya pemikiran tentang hak-hak baru dari konsumen di masa 
yang akan datang, sesuai dengan perkembangan zaman. 
          Setiap konsumen tidak hanya mempunyai hak yang bisa dituntut dari 
pelaku usaha, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi atas diri pelaku usaha. 
Kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen Nomor 8 tahun 1999 adalah:  
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;  
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;  
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut.  
            Konsumen tentunya harus dapat benar-benar mengetahui hak-hak  dan 
kewajibannya, dengan tidak diam saja saat hak-hak konsumen sudah jelas 
dilanggar. Hak-hak tersebut pun telah dilindungi oleh negara dengan adanya 
Undang - Undang Perlindungan Konsumen, sehingga tidak terjadi hal-hal yang 
senantiasa merugikan konsumen dan terjalin hubungan yang baik dengan 
pelaku usaha dimana masing-masing pihak dapat saling menghormati hak dan 
kewajibannya. Hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, begitu 
juga sebaliknya, kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha. 
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B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha 
1. Pengertian Pelaku Usaha  
          Kegiatan usaha sudah banyak di dapatkan melalui berbagai media online 
dengan mudah, karena pada saat ini berbagai macam portal informasi lebih 
lengkap tersaji di berbagai situs ataupun website. Hingga saat ini terdapat 
banyak sektor usaha dengan modal minimum yang sukses dijalankan oleh 
pelaku usaha. Suksesnya sebuah usaha dapat dikatakan bukan bergantung dari 
usaha apa yang dijalankan, melainkan bagaimana cara pelaku usahanya 
menjalankan sektor usaha tersebut. Dengan adanya bermacam-macam dan 
berbagai jenis kebutuhan, maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa. Berbagai kebutuhan 
tersebut ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga tercipta hubungan timbal balik 
antara pelaku usaha dengan konsumen yang saling membutuhkan satu dengan 
yang lainnya, yang seharusnya pelaku usaha dan konsumen menduduki posisi 
yang seimbang. Namun pada kenyataannya, konsumen berada pada kedudukan 
yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.  Salah satu yang 
menyebabkan kedudukan konsumen lemah adalah kurangnya informasi yang 
diberikan dengan jelas dan benar.
19
 
Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang 
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
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kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi.  
2. Unsur-unsur pelaku usaha  
a.  Bentuk atau wujud dari pelaku usaha  
1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan 
usahanya secara seorang diri. 
2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama 
melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya badan usaha dikelompokkan ke 
dalam dua kategori, yaitu badan hukum, yang menurut hukum 
merupakan badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori 
badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi. 
Kemudian, badan usaha yang bukan badan hukum dapat dikelompokkan 
ke dalam kategori seperti firma atau sekelompok orang yang melakukan 
kegiatan usaha secara insidentil.   
             Badan usaha tersebut harus memenuhi kriteria yakni, didirikan dan 
berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, melakukan 
kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. 
3) Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian. 
4) Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, 
bukan hanya pada bidang produksi.
20
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           Penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah 
perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importir, pedagang, distributor dan 
lain-lain.
21
 Istilah pelaku usaha umumnya dikenal dengan sebutan 
pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha yang 
menjalankan usaha, memproduksi, menawarkan, menyampaikan, atau 
mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen. 
Pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pembuat atau pabrik yang 
menghasilkan produk saja, tetapi mereka yang terkait dengan penyampaian 
atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan 
demikian jelas bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen sangat luas, bukan hanya pelaku usaha melainkan 
hingga kepada pihak terakhir  yang menjadi perantara antara pelaku usaha 




b.  Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha  
1) Hak Pelaku Usaha  
Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen disebutkan :  
“ Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi.” 
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        Pelaku usaha merupakan salah satu komponen yang turut 
bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan 
rakyat itu. Maka di dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang menjadi 
tanggung jawab pelaku usaha. Dalam kegiatan menjalankan usaha, 
undang-undang memberikan sejumlah hak dan membebankan sejumlah 
kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha.   
        Pengaturan tentang hak, kewajiban, dan larangan itu dimaksudkan 
untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan 
konsumen. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen digunakan istilah pelaku usaha bagi pihak-
pihak yang menghasilkan dan memperdagangkan produk, yaitu mereka 
yang terlibat di dalam penyediaan produk hingga sampai ke tangan 
konsumen. Yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha itu menurut Pasal 6 
Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
adalah sebagai berikut:  
a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan; 
b) hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik;  
c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen;  
35 
 
d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan;  
e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.  
2) Kewajiban Pelaku Usaha  
Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:  
a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;  
c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif;  
d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku;  
e) memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan; 
f) memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian 
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan;  
36 
 
g) memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian 
apabila barang dan/atau barang yang diterima atau dimanfaatkan 
konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.  
 
C. Tinjauan Umum Perjanjian 
1. Pengertian Perjanjian 
Pengertian Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata tentang “Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak 
atau Perjanjian”, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, dimana 
ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi : 
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”23 Abdulkadir 
berpendapat bahwa definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan 
yaitu : 
a. Hanya menyangkut sepihak saja. 
Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang 
sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. 
Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, sehingga ada 
konsensus antara kedua belah pihak; 
b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus 
. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan 
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kepentingan (zaakwarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige 
daad) yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya 
dipakai istilah “persetujuan”; 
c. Pengertian perjanjian terlalu luas. 
         Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur 
dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan 
antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur 
dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya hanya 
meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian. 
d. Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas. 
         Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak 
mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.
24
 
Berdasarkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka beberapa ahli hukum mencoba 
merumuskan defenisi perjanjian yang lebih lengkap, yaitu : 
a. Abdulkadir Muhammad: “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana 
dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal 
dalam lapangan harta kekayaan 
b. Subekti : “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 
seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 
sesuatu hal”25 
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c. Handri Raharjo “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang 
harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu 
dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling 
mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi 
dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan 
prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak 
tersebut serta menimbulkan akibat hukum”26 
d. KRMT Tirtodiningrat : “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum 
berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan 
akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang”27. 
e. Salim H.S. : Menurut Salim H.S., definisi perjanjian dalam Pasal 1313 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah memiliki kelemahan sebagai 
berikut : 
1) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian 
2) Tidak tampak asas konsensualisme; 
3) Bersifat dualisme. 
Berdasarkan kelemahan tersebut, pengertian perjanjian menurut Salim H.S. 
adalah : “Perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum antara subjek 
hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek 
hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum lain 
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah 
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2. Syarat sahnya Perjanjian 
          Menurut Abdulkadir Muhammad, syarat sahnya suatu perjanjian 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
yaitu : 
a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian 
(konsensus).   
Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak 
mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu 
juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Sebelum adanya persetujuan, 
biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (negoitiation) dimana 
pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek 
perjanjian dan syarat-syaratnya, kemudian pihak yang lain menyatakan 
pula kehendaknya sehingga tercapai persetujuan. Kehendak itu dapat 
dinyatakan baik secara bebas maupun diam-diam, tetapi maksudnya 
menyetujui apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut. Persetujuan 
kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan dan tekanan dari 
pihak manapun juga dan berdasarkan kemauan sukarela para pihak. Dalam 
pengertian persetujuan kehendak termasuk pula tidak adanya kekhilafan 
dan penipuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, dijelaskan bahwa dikatakan tidak adanya paksaan itu 
apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah 
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ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-
nakuti, misalnya akan membuka rahasia sehingga orang tersebut terpaksa 
menyetujui perjanjian. Akibat hukum tidak adanya persetujuan kehendak 
(karena paksaan, kekhilafan, maupun penipuan) adalah bahwa perjanjian 
itu dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Menurut ketentuan 
Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa pembatalan 
dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun, dalam hal terdapat 
paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dan dalam hal terdapat 
kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan 
penipuan itu 
b. Kecakapan para pihak 
Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-
perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada 
umumnya, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila 
ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin 
walaupun belum berumur 21 tahun. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, seseorang dikatakan tidak cakap membuat 
perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah 
pengampuan, dan wanita bersuami, sehingga apabila hendak melakukan 
perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya dan bagi seorang istri harus 
ada izin suaminya. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah 
bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya 
kepada hakim, dan apabila pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang 
berkepentingan maka perjanjian tetap berlaku. 
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c. Suatu hal atau objek tertentu 
Suatu hal atau objek tertentu merupakan pokok perjanjian, 
objek perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu  
atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. 
d. Adanya suatu sebab yang halal 
Kata causa berasal dari bahasa Latin yang artinya sebab. Sebab adalah suatu 
yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan causa yang halal 
bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang 
membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” 
yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. 
Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang 
menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau 
diawasi oleh Undang-Undang itu ialah “isi perjanjian itu”, yang 
menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak serta isinya 
tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan 
kesusilaan atau ketertiban umum. 
3. Jenis-Jenis Perjanjian 
Menurut Handri Raharjo, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, 
yaitu : 
a. Perjanjian menurut sumbernya : 
1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya : Perkawinan 
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2) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian 
yang berhubungan dengan peralihan hukum benda; 
3) Perjanjian obligatoir, perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban; 
4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara; 
5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik. 
b. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi : 
1) Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban 
pokok bagi keduanya; 
2) Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada 
satu pihak saja, sedangkan pihak lain hanya hak saja. 
c. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada 
pihak yang lain, dibedakan menjadi : 
1) Perjanjian cuma-cuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan 
keuntungan pada satu pihak, misalnya : perjanjian hibah; 
2) Perjanjian atas beban, adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari 
pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain dan antara 




d. Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi : 
1) Perjanjian bernama (nominaat), adalah perjanjian yang diatur di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, misalnya : perjanjian yang 
terdapat dalam buku III Bab V-XVIII Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata tentang Perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar. 
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2) Perjanjian tidak bernama (innominaat), yaitu perjanjian yang tumbuh, 
timbul dan hidup dalam masyarakat karena berdasarkan asas kebebasan 
berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal pada saat Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata diundangkan, misalnya: Perjanjian waralaba. 
e. Perjanjian menurut bentuknya, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 
1) Perjanjian Lisan, terbagi 2 (dua) yaitu: (a) Perjanjian konsensual, 
adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja 
sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan; 
(b).Perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah 
terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan 
penyerahan barangya. Misalnya : perjanjian penitipan barang. 
2) Perjanjian Tertulis, terbagi 2 (dua) yaitu : (a) Perjanjian standard atau 
baku, adalah perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang 
isinya telah dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen 
tanpa mempertimbangkan kondisi konsumen; (b) Perjanjian formal, 
adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu, 
misalnya : perjanjian hibah harus dibuat dengan akta notaries. 
Perjanjian yang bersifat istimewa, dibedakan menjadi : 
a) Perjanjian liberatoir, adalah perjanjian dimana para pihak 
membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya : pembebasan 
hutang (Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); 
b) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian di mana para pihak 
menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka; 
c) Perjanjian untung-untungan, misalnya : Perjanjian asuransi; 
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d) Perjanjian publik, adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya 




f. Perjanjian penanggungan (borgtocht)  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
Perjanjian penanggungan adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga 
demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan 
debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya.
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g. Perjanjian menurut sifatnya, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 
1) Perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang utama, misalnya: Perjanjian 
Kredit Bank 
2) Perjanjian accesoir, yaitu perjanjian tambahan yang mengikuti 




4. Asas-asas Hukum Perjanjian 
Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar 
kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian 
sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
yaitu : 
a. Asas Kebebasan Berkontrak,  
Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang- Undang 
Hukum Perdata, yang berbunyi :  
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“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya”33.  
         Asas kebebasan berkontrak bermakna bahwa setiap orang bebas 
membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya 
sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 
Asas ini memiliki ruang lingkup kebebasan untuk:  
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian; 
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun; 
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; 
4) Menentukan objek perjanjian; 
5) Menentukan bentuk perjanjian secara tertulis atau lisan34. 
b. Asas Konsensualisme 
Asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang mengandung pengertian bahwa perjanjian itu 
terjadi saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak 
mengenai pokok perjanjian, sehingga sejak saat itu perjanjian mengikat dan 
mempunyai akibat hukum.. 
c. Asas Mengikatnya Perjanjian (Asas Pacta Sunt Servanda) 
Asas ini dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan akibat hukum suatu 
perjanjian, yaitu adanya kepastian hukum yang mengikat suatu perjanjian. 
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d. Asas Itikad Baik (Togoe dentrow) 
Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan 
dengan itikad baik”.35 Itikad baik ada 2 (dua), yaitu : 
1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan; 
2) Bersifat subjektif, ditentukan oleh sifat batin seseorang.36 
5. Akibat hukum perjanjian yang sah 
Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat seperti tercantum 
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta menimbulkan 
akibat hukum, yaitu: 
a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
bahwa Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak, 
artinya perjanjia mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta 
memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Jika ada 
yang melanggar, maka ia dianggap melanggar undang-undang sehingga 
dapat diberi sanksi hukum tertentu. 
b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. 
Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya 
dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja tanpa 
persetujuan pihak lainnya. 
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c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut harus 
mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
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6. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian 
Menurut teori baru, perjanjian tidak hanya dilihat semata-mata tetapi harus 
dilihat pembuatan sebelumnya atau yang mendahulunya. Ada tiga tahapan 
pembuatan perjanjian, yaitu: 
a. Tahap pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan; 
b. Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara 
para pihak; 
c. Tahap post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.38 
7. Berakhirnya Perjanjian 
Menurut R. Setiawan, bahwa suatu perjanjian akan berakhir apabila : 
a. Ditentukan oleh undang-undang; 
b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian; 
c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan 
terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus; 
d. Adanya pernyataan penghentian persetujuan atau perjanjian; 
e. Perjanjian hapus karena putusan hakim; 
f. Tujuan perjanjian telah tercapai.39 
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D. Tinjauan Umum Televisi Berlangganan 
1.Pengertian Televisi Berlangganan 
Televisi berlangganan adalah sebuah jasa penyiaransaluran televisi yang 
dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar (berlangganan) 
secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan menggunakan sistem 
digital ataupun analog melalui media satelit dan kabel. Saat ini sistem 
penyiaran dengan digital adalah yang paling lazim digunakan.  Di beberapa 
negara seperti di Perancis dan Amerika Serikat, sinyal-sinyal analog terkode 
juga mulai diperkenalkan sebagai salah satu cara berlangganan. 
Di Indonesia televisi berlangganan yang pertama kali hadir adalah Indovision, 
yang berdiri pada 8 Agustus 1988
[1]
. Indovision juga dikenal sebagai televisi 




Istilah televisi berlangganan bagi sebagian penduduk yang bermukim di kota 
besar tentunya tidak asing lagi. Perkembangan televisi berlangganan di 
Indonesia sendiri tidak dapat dipisahkan dari kemunculannya yang pertama 
kali. Televisi berlangganan mengalami perkembangan yang panjang, sama 
halnya dengan televisi konvensional. Dimulai saat Zenith meneliti 
kemungkinan adanya televisi berlangganan ketika televisi sendiri masih dalam 
tahap penelitian dan pengembangan. Akhirnya pada tahun 1940-an, Zenith-lah 
yang memperkenalkan sebuah sistem televisi berlangganan yang diberi nama 
Phonevision (mdr 0815). Phonevision ini memberikan layanan bagi konsumen 
yang menginginkan pemutaran film-film hanya dengan pemesanan melalui 
                                                          





telepon. Pada pola televisi berlangganan semacam ini, sistem kabel menjadi 
sarana paling penting pada proses penyiaran program televisi berlangganan 
sebelum ditemukannya sistem yang lebih cangggih, yaitu satelit. Awalnya 
televisi berlangganan sering diidentikkan dengan TV kabel, karena bermula 
pada tahun 1948 ketika warga Pennsylvania, Amerika Serikat kesulitan 
menerima siaran televisi karena terhalang perbukitan. Untuk mengatasi 
masalah ini, warga setempat memasang antena untuk menangkap sinyal UHF 
yang dipakai dalam penyiaran program kemudian menarik kabel dari antena 
tersebut dan memasangnya ke rumah-rumah. Pada tahun 1972, HBO (Home 
Box Office) muncul dan memikat hati banyak kalangan, dan tentu saja dengan 
kemunculannya ini mata rantai televisi berlangganan makin kuat. Belum lagi 
tuntutan dan kebutuhan akan hiburan yang makin besar, membuat satelit pada 
era 1980-an menjadi primadona bagi perkembangan televisi berlangganan 
selanjutnya, sebut saja sistem DBS (Direct Broadcast Satellite) yang banyak 
diaplikasikan di berbagai negara. Sejarah dan perkembangan televisi 
berlangganan di Amerika memberikan peluang bagi terbukanya lahan 
komersial ini di wilayah lain seperti Eropa, Asia, dan Australia. Untuk kawasan 
regional Asia, Jepang pada tahun 1984 memperkenalkan sistem DBS (Direct 




3. Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia 
Seiring dengan reformasi teknologi yang terus bergulir dan merambah banyak 
aspek kehidupan global, Indonesia pun tak lepas dari imbas dan gejolak 
                                                          





teknologi tersebut.TV berbayar ini menawarkan sistem pay-per-view (PPV) 
yang ditawarkan melalui kabel atau DBS.Dengan sistem PPV ini, pelanggan 
harus menunggu sampai progam siaran yang mereka inginkan diudarakan baik 
oleh kabel maupun DBS.Salah satu penyedia layanan televisi berlangganan 
Indonesia, Indovision mengklaim dirinya sebagai perusahaan televisi 
berlangganan pertama yang mengaplikasikan sistem DBS dengan 
menggunakan satelit Palapa C-2 sejak pertama berdiri pada bulan Agustus 
1988. Sembilan tahun kemudian (1997), Indovision meluncurkan satelit 
barunya yakni IndoStar 1 atau yang lebih dikenal dengan satelit Cakrawarta 1 
yang digunakan sampai sekarang.  
4. Proses penyiaran 
Mekanisme penyiaran satelit untuk televisi berlangganan umumnya sama, 
dimulai ketika provider memancarkan siarannya ke satelit (uplink) lalu 
kemudian sinyal tersebut ditransfer dan dikirim lagi menuju ke bumi 
(downlink). Di Indonesia kita bisa mengakses siaran-siaran TV dari Amerika 
Serikat, Jepang, Inggris, dll.Siaran tersebut pertama kali dipancarkan dari 
tempat produksi siaran dilakukan, kemudian dipancarkan kembali melalui 
satelit di Indonesia sampai akhirya kita bisa menikmati ratusan tayangan dari 
berbagai negara di dunia.Siaran dari satelit penyedia tersebut dapat diterima 
pelanggan yang telah dilengkapi alat bernama decoder. Dengan menggunakan 
media penyaluran satelit, suatu program televisi dapat dinikmati sejauh kita 
memiliki akses untuk menangkap sinyal uplink satelit induk.Selain itu, yang 
menarik dari sistem berlangganan program TV dengan menggunakan satelit 
adalah adanya pengacakan sinyal (scramble). Artinya, sinyal yang dikirim oleh 
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satelit diacak terlebih dulu, sehingga hanya orang yang memiliki decoder saja 
yang dapat mengakses program siaran tersebut. 
5. Alat penangkap sinyal satelit 
Untuk mengakses beberapa bahkan sampai ratusan saluran televisi, kita harus 
memiliki alat-alat penangkap sinyal satelit. Beberapa Peralatan tersebut antara 
lain : 
a. Satellite dish (Out Door Unit): Merupakan antena yang berfungsi untuk 
memantulkan signal dari satelit menuju titik fokus dan diterima oleh LNB. 
b. Decoder: Alat yang berfungsi untuk mengkonversi signal yang diterima dari 
LNB menjadi Audio dan Video untuk disalurkan ke Televisi/ Monitor. 
c. LNB (Low Noise Block): Merupakan Alat untuk menerima signal lemah 
dari satelit yang dipantulkan oleh dish. 
d. Smart card: Alat untuk mengakses sistem. 
6. Apresiasi masyarakat 
Perkembangan televisi berbayar atau berlangganan ini tergolong cukup 
signifikan di Indonesia. Menurut data yang diungkap Direktur Utama 
Indovision, Rudy Tanoesoedibjo, pasar potensial televisi berbayar di Indonesia 
pada dua tahun lalu (2006) berada di kisaran 12 juta orang atau sekitar 22% 
dari keseluruhan 57 juta pemilik TV rumahan. Dan bukan mustahil angka ini 
akan meningkat tajam. Konsumsi televisi berbayar ini selain melibatkan faktor 
ekonomi, faktor sosial pun menjadi pertimbangan. Monotomi siaran atau 
tayangan televisi terrestrial yang ada saat ini, sedikit banyak berpengaruh pada 
costumer sovereignity dalam memilih tayangan yang berkualitas. Alternatif 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Telkom Group adalah salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang 
penyelenggaraan layanan dan jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia, 
beserta seluruh anak perusahaan dan affiliasinya. Telkom Group melayani jutaan 
pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian layanan telekomunikasi yang 
lengkap, mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak dan telepon nirkabel 
tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan dan interkoneksi serta 
layanan internet dan komunikasi data.  
Telkom Group juga menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, 
media dan edutainment, termasuk cloud-based and server-based 
managedservices, layanan e-Payment dan IT enabler, e-Commerce dan layanan 
portal lainnya. 
IndiHome merupakan layanan digital terdepan menggunakan teknologi serat optik 
yang menawarkan layanan Triple Play yang terdiri dari Internet Fiber (Internet 
Cepat), Telepon Rumah (Fixed Phone) dan TV Interaktif (UseeTV). IndiHome 
juga menawarkan layanan Dual Play yang terdiri dari Internet Fiber (Internet 
Cepat) dan Telepon Rumah (Fixed Phone). IndiHomejuga dilengkapi dengan 
beragam layanan tambahan (Add-On) yang bisa dipilih sesuai kebutuhan dan 
keinginan pelanggan seperti Telepon Mania, Wifi.id Seamless, Trend Micro 
Antivirus, IndiHome View (online surveillance camera) dan masih banyak lagi.  
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Hal-hal yang perlu untuk dipahami pelanggan khususnya yang terkait dengan 
layanan paket siaran televisi berlangganan antara lain, bahwa Telkom adalah 
Badan Usaha Milik Negara yang dalam hal ini sebagai penyedia layanan 
IndiHome, bahwa  pelanggan sebagai mitra usaha merupakan Badan Hukum atau 
Perorangan berkedudukan di Indonesia yang telah menandatangani kontrak 
berlangganan dengan Telkom untuk berlangganan layanan IndiHome dan 
bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari padanya. Alamat 
Pelanggan adalah dimana Pelanggan berdomisili dan/atau alamat instalasi layanan 
IndiHome yang ditunjuk oleh Pelanggan. 
IndiHome Triple Play (3P) merupakan salah satu jenis layanan dari Telkom baik 
yang diselenggarakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga, yang 
terdiri dari Telepon, Internet dan IPTV. Seiring dengan perkebangan teknologi 
informatika dan jaringan,  IndiHome adalah Mobile Application milik Telkom 
yang dikembangkan dan diperuntukkan bagi Pelanggan baik untuk layanan Fiber 
maupun Non Fiber untuk menyampaikan keluhan, mengecek tagihan, melakukan 
pembelian dan keperluan lainnya lagi bagi Pelanggan. 
Add On adalah layanan tambahan IndiHome berupa fitur/konten/Jasa Nilai 
Tambah (Jasnita) seperti IndiHome View, Melon, akses wifi.id seamless, 
Minipack dan Trend Micro Internet Security atau layananan lainnya.Jaringan 
IndiHome adalah jaringan yang digunakan untuk memenuhi layanan IndiHome 
baik dengan sistem digital, analog atau direct to home (DTH).Layanan Bundling 
IndiHome adalah layanan Telepon, Internet dan IPTV yang disediakan dalam 




1) 3 Play (3P) yang terdiri dari Telepon, Internet dan IPTV. 
2) 2 Play (2P) yang terdiri dari Telepon dan Internet. 
3) 3 Play (3P) yang terdiri dari Telepon, Internet dan IPTV dengan 
fasilitas Direct To Home (DTH) Transvision. 
4) 2 Play (2P) yang terdiri dari Internet dan IPTV dengan fasilitas Satelit 
(IndiHome Sky) 
1. Cara Berlangganan 
          Kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan terkini membuat 
bermacam layanan TV berlangganan muncul. Penyedia layanan TV 
berlangganan ini pun menawarkan beragam cara berlangganan yang cukup 
mudah bagi masyarakat. Tata cara berlangganan dan dokumen yang perlu 
disiapkan, antara lain: 
a. Fotocopy KTP/SIM /PASPORT 
b. Menandatangani aplikasi ( email ) 
c. Membayar biaya pemasangan alat dan biaya paket kepada teknisi setelah 
pemasangan selesai. 
         Selain dokumen tersebut, masyarakat pun dapat memilih layanan TV 
berlangganan terbaik yang sesuai kebutuhan dengan memperhatikan reputasi 
dan kualitas sinyal. Hal ini dapat ditanyakan kepada orang-orang terdekat atau 
mencari review di internet. Selain itu, konsumen (pelanggan) harus 
memastikan bahwa layanan yang akan digunakan adalah layanan resmi dan 
terdaftar. 
         Sebelum mendaftarkan layanan TV berlangganan, ketahui lebih dulu 
kebutuhan konsumen (pelanggan) akan informasi dan hiburan dan sesuaikan 
55 
 
dengan kemampuan membayar. Dengan demikian, paket TV berlangganan 
dapat dipilih secara bijak. Syarat dan ketentuan juga harus diperhatikan dalam 
memilih layanan TV berlangganan.   
         Dengan mengambil layanan TV berlangganan, konsumen (pelanggan) 
dapat menikmati berbagai keuntungan. Fleksibel memilih kategori acara 
televisi adalah satu keuntungan yang dapat dinikmati dalam layanan TV 
berlangganan. Acara TV berlangganan jauh lebih beragam dan biasanya 
mengumpulan kanal-kanal dalam beberapa kategori. Contoh, jika menyukai 
serial kriminal Amerika misalnya, maka konsumen (pelanggan) bisa 
memasukkan kategori tersebut dalam paket konsumen. Layanan TV 
berlangganan pun memberikan berbagai macam pilihan paket, dari TV 
berlangganan yang murah hingga paket yang mahal.  
2. Harga Paket 
          Harga paket ini tergantung jumlah kanal yang ingin dimasukkan pada 
paket Anda. Paket termurah biasanya sekitar Rp 90.000,00 dan yang termahal 
bisa mencapai tiga ratus ribuan. Ada paket yang berisi enam kanal saja, namun 
ada juga yang berisi seratusan kanal. Menonton acara kesayangan kapan saja 
pun dapat dilakukan dengan layanan TV berlangganan. Berbeda dari kanal 
televisi nasional, kanal televisi satelit sering mengulang acara-acara di 
dalamnya, atau biasa disebut re-run.  
        Keuntungan lain dari layanan ini adalah kualitas gambar dan suara televisi 
berlangganan sangat jernih. Suara yang dihasilkan tidak kalah jernih dengan 
yang ada di bioskop. Bahkan beberapa layanan juga memberikan pilihan 
56 
 
premium untuk menonton film-film yang baru saja tayang di bioskop dengan 
kualitas serupa.  
        Menonton serial asing pun sudah tidak sulit lagi karena layanan TV 
berlangganan biasanya sudah dilengkapi dengan subtitle atau teks terjemahan 
yang bisa diatur sesuai keinginan. Jika konsumen (pelanggan) ingin belajar 
bahasa Perancis sekaligus mengasah kemampuan bahasa Inggris konsumen 
(pelanggan), maka konsumen (pelanggan) bisa menonton serial Perancis 
menggunakan teks berbahasa Inggris.  
         Meski membutuhkan parabola, konsumen (pelanggan) tidak harus 
membelinya karena alat relai disediakan oleh layanan TV berlangganan. Alat 
ini berupa sebuah decoder dan parabola kecil. Bentuknya yang ringkas 
membuatnya bisa diletakkan di mana saja tanpa memakan banyak tempat. 
Konsumen (pelanggan) hanya perlu memiliki televisi sehingga peralatan 
tersebut bisa disambungkan ke televisi konsumen (pelanggan). Walaupun 
demikian, ada juga layanan TV berlangganan yang akan meminta konsumen 
(pelanggan) untuk membeli peralatan tersebut dari mereka.  
         Membeli atau tidak membeli merupakan pilihan konsumen (pelanggan). 
Selain parabola, konsumen (pelanggan) bisa mendapatkan kelengkapan 
tambahan dalam menikmati layanan TV berlangganan, seperti panduan 
program. Panduan ini akan membantu Anda mengetahui acara apa saja yang 
ditayangkan. Ada juga kelengkapan seperti pengunci kanal. Pengunci kanal 
bisa sangat berguna jika konsumen (pelanggan) berlangganan kanal dengan 
acara dewasa sementara di rumah ada anggota keluarga yang belum cukup 
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umur. konsumen (pelanggan) bisa mengunci kanal tersebut dan hanya 
membukanya saat Anda ingin menonton saja. 
3. Paket TV dan Internet 
Berikut beberapa provider paket tv dan internet populer di Indonesia yang 
dapat diapply secara online melalui CekAja.com adalah : 
a. Layanan Paket Internet Broadband 
1) Biznet : Paket Metronet 1 Mbps, 2 Mbps, 4 Mbps, 8 Mbps, 20 Mbps, 
50 Mbps, Paket GamersNet 4 Mbps, GamersNet 8 Mbps, GamersNet 
20 Mbp 
2) CBN : Paket Directnet Playhome, Directnet Warnet, Directnet Apt lite - 
bronze - silver - gold - platinum - titanium, directnet mall, 
3) First Media : Fastnet Ultimate, Fastnet Infinite, Fastnet Commerce, 
Fastnet SOHO 
4) Hypernet : Mynet untuk Apartemen, Home Wireless, dan sebagainya. 
b. Layanan Paket TV Berlangganan kualitas HD 
1) Indovision : Paket Mars, Venus, Galaxy, Super galaxy 
2) Nexmedia : Paket Basic, Family, Life and Kids, Paket Ultima All 
Channels 
3) First Media : Home cable Ultima HD 
4) K Vision : Paket Bromo Pintar, Semarak, Dahsyat, Fantastis, Hore, 
Seru, Gempita, Vaganza, Hore HD, Gempita HD, Vaganza HD. 
5) Oke Vision : Paket Basic 




7) Topas TV : Paket Kiddy, Smarty, Sporty, Trendy, Family, Platinum 
8) Indihome : Paket Gold, Platinum, Diamond (Program Langganan Paket 
Internet & TV) 
 
B. Pembahasan 
1. Perjanjian Televisi Berlangganan terhadap Perubahan Paket Siaran 
Secara Sepihak 
Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama 
suatu sewaktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak 
yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.Kewajiban pihak yang 
satu adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, 
sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini adalah membayar sewa. Jadi 
barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam jual-beli, tetapi 
hanya untuk dipakai, dinikmati keguanaanya. Dengan demikian maka 
penyerahan hanya bersifat penyerahan kekuasaan belakang atas barang yang 
disewa itu. 
Seseorang diserahi suatu barang untuk dipakainya tanpa kewajiban membayar 
apapun, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-pakai. Jika si 
pemakai barang itu diwajibkan membayar, maka bukan lagi pinjam pakai, 
melainkan sewa-menyewa. Definisi ini, telah tampak adanya asas 
konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tubuh/lenyapnya hak dan 
kewajiban).  
Unsur-unsur perjanjian, menurut teori lama adalah sebagai berikut: 
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a. Adanya perbuatan hukum 
b. Persesuaian penyataan kehendak dari beberapa orang 
c. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan 
d. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih 
e. Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai harus  saling bergantung 
satu sama lain 
f. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum 
g. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau 
timbal balik 
h. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang- 
undangan. 
Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan 
perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
41
Teori baru 
tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat 
perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam 
membuat perjanjian, menurut teori baru yaitu: 
a. Tahap Pracontractual,yaitu adanya penawaran dan penerimaan   
b. Tahap Contractual,yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendakantara 
para pihak 
c. Tahap Post Contractual, yaitu pelaksanaanperjanjian.  Pendapat ini tidak 
hanya mengkaji definisi kontrak, tetapi ia juga menentukan unsur-unsur 
yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak.  
Berikut 3 unsur kontrak, yaitu: 
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1) The agreenent fact between the parties (adanya kesepakatan tentang fakta 
antara kedua belah pihak) 
2) The agreement as writen (persetujuan dibuaat secara tertulis) 
3) The set of rights and duties created by (1) and (2) (adanya orang yang 
berhak dan berkewajiban untuk membuat: (1) kesepakatan dan (2) 
persetujuan tertulis). 
Kontrak atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum 
yang satu dengan yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek 
hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain 
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah 
disepakatinya.Unsur-unsur yang tercantum definisi yang terakhir adalah 
sebagai berikut:
 
a. Adanya hubungan hukum,merupakan hubungan yang menimbulkan akibat 
hukum, akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. 
b. Adanya subjek hukum,  yaitu pendukung hak dan kewajiban 
c. Adanya prestasi, terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak 
berbuat sesuatu. 
Bentuk dari sebuah perjanjian kontrak antara pihak indihome dengan 
Konsumen antara lain : 
Surat Permintaan Pemasangan/ Perubahan Sambungan Telepon/ 
Telex/Sirkit Sewa 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama       : Tuti Ningsih  
Tanda Sah diri : -  
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Alamat     : Grinting Bulakamba 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : 
Nama       : Tuti Ningsih 
Alamat     : Grinting Bulakamba 
Minta       : Dw 2p – 1p / 10 MBPS / 14220XXX205 
Bilamana permohonan PSB dapat dipenuhi, minta agar dalam buku 
petunjuk Telepon dimuat / tidak dimuat dibawah huruf  
Nama       : Sc = 5016xxx03 
Pekerjaan : - 
Gambar denah lokasi / lokasi pemohon  
 
                                                                                          Brebes, 11 - 1 - 2020 
No. Telp yang dapat dihubungi / untuk dikonfirmasi : - 
                                                                                  Pemohon, 
                                                                                  TTD 




 Keterangan : 
1. Diisi nomor KTP, SIM atau Parpor yang masih berlaku 
2. Hanya untuk Badan Hukum dan Badan lain 
2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen TV Berlangganan terhadap 
Perubahan Paket Siaran secara Sepihak. 
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen, maka perlindungan hukum timbul bila 
masing-masing pihak yang bersepakat telah memenuhi hak dan kewajibannya 
sesuai dengan isi kesepakatan atau isi perjanjian tersebut.  
a. Hak Konsumen 
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:
 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi 
barang dan/atau jasa; 
2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai 
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/ataujasa; 
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan; 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 




8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya; 
9) Hak - hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan 
lainnya. 
b. Kewajiban Pelaku Usaha 
 
Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
mengatur tentang kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut: 
1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memeberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan; 
3) Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 
yang berlaku; 
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk dan/atau mencoba barang 
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang 
yang dibuat dan/atau diperdagangkan; 
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 




Penjelasan Pasal 7 huruf (c), Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan 
konsumen dalam memberikan pelayanan juga dilarang membeda-bedakan 
mutu pelayanan kepada konsumen,sedangkan Pasal 7 huruf (e), yang 
dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat 
diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian. Jika 
dibandingkan hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur di dalam 
Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha berbalik dengan 
hak dan kewajiban konsumen. 
c. Larangan klausula baku 
         Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) melarang 
pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian dan 
dokumen apabila:  
1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 
barang yang dibeli konsumen; 
3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh 
konsumen; 
4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik 
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala 
tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 
konsumen secara angsuran; 
5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 
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pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 
6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli 
jasa; 
7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan 
baku, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat 
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa 
yang dibelinya; 
8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 
untuk pembebanan hak tanggung, hak gadai atau hak jaminan terhadap 
barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 
Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK dinyatakan bahwa larangan 
pembuatan dan pencantuman klausula baku tersebut dimaksudkan untuk 
menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha 
berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Lebih lanjut lagi, Undang-
Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (2) juga melarang 
pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit 
terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya 
sulit untuk dimengerti.Dalam pasal 18 ayat (4) bahwa “pelaku usaha wajib 
menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK.” Dengan 
berlakunya UUPK, pelaku usaha yang telah mencantumkan klausula baku 
yang bertentang dengan Pasal 18 UUPK tersebut diwajibkan untuk 




d.  Penggantian Kerugian Konsumen 
Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh 
konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa materi, fisik 
maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah 
disebutkan, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan Wanprestasi dan 
tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.
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Dasar tuntutan ganti kerugian ini adalah: 
1. Tuntutan berdasarkanWanprestasi 
Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi maka 
terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan 
konsumen) terikat suatu perjanjian. Adanya wanprestasi merupakan 
akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan 
yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban 
jaminan/garansi dalam perjanjian. Dengan demikian, bukan undang- 
undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau 
berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah 
pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besar ganti kerugian 
yang harus dibayar dan apa yang telah diperjanjikan tersebut. 
2. Tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum 
Apabila tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidak perlu 
didahului dengan perjanjian antara produsen dan konsumen sehingga 
tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang 
dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjianantara 
produsen dan konsumen. Dengan demikian pihak ketiga pun dapat 
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menuntut ganti kerugian. Dalam Pasal 19 UU No.8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggung jawab pelaku 
usaha adalah sebagai berikut: 
a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakaan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilakan atau 
diperdagangkan; 
b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 
hari setelah tanggal transaksi; 
d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan; 
e) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 
merupakan kesalahan konsumen. 
         Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yaitu 
perlindungan hukum yang bersifat Preventif yang merupakan perlindugan 
yang diberikan pemerintah betujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 
pelanggaran yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
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dan Perlindungan hukum yang bersifat Represif yang bertujuan apabila 
terjadi sengeketa dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) atau Pengadilan Negeri (PN), perlindungan ini 
merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan 
hukum tambahan.  
e.  Kewajiban Pelanggan 
1) Membayar biaya pemasangan sambungan layanan IndiHome (biaya 
pasang baru, biaya mutasi, biaya aktivasi fitur/konten/Jasnita dan biaya 
lainnya) sesuai dengan ketentuan Telkom.  
2) Menyediakan instalasi kabel rumah/gedung dan catuan daya listrik untuk 
perangkat CPE layanan IndiHome di alamat Pelanggan. 
3) Memberikan izin kepada Telkom untuk proses instalasi, perawatan, dan 
perbaikan gangguan IndiHome di alamat Pelanggan. 
4) Membayar tagihan biaya jaringan dan/atau jasa layanan IndiHome tepat 
pada waktunya sesuai ketentuan Telkom. 
5) Memelihara Instalasi layanan IndiHome di alamat Pelanggan agar selalu 
dalam keadaan baik atas biaya Pelanggan. 
6) Melaporkan kepada Telkom jika sambungan layanan IndiHome di alamat 
Pelanggan mengalami gangguan/kerusakan. 
7) Melaporkan secara tertulis kepada Telkom atas setiap pemindah-
tanganan hak tanggung jawab dan/atau kewajiban Pelanggan terkait 
layanan IndiHome kepada pihak lain. 
8) Memberitahukan kepada Telkom apabila bermaksud berhenti 




9) Menyerahkan perangkat CPE milik Telkom yang terinstal di alamat 
pelanggan untuk layanan IndiHome, apabila pelanggan berhenti 
berlangganan layanan IndiHome. 
a. Hak Pelanggan 
1) Mendapatkan layanan IndiHome sesuai permintaan Pelanggan yang 
memenuhi ketentuan teknis Telkom. 
2) Mendapatkan pelayanan yang baik dan transparan dari Telkom, terkait 
layanan IndiHome. 
3) Mendapatkan informasi mengenai spesifikasi teknis, sifat-sifat dan 
karakteristik umum layanan IndiHome yang disediakan Telkom. 
4) Mendapatkan jaminan tingkat layanan (Service Level Guarantee) 
IndiHome sesuai dengan ketentuan Telkom. 
5) Mengajukan klaim tagihan IndiHome apabila diyakini ada besaran 
tagihan yang tidak sesuai. 
6) Mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan Telkom jika jaminan tingkat 
layanan (Service Level Guarantee) IndiHome tidak terpenuhi atau 
terbukti ada kesalahan tagihan. 
b. Tanggung Jawab Pelanggan 
1) Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap penggunaan 
layanan IndiHome oleh siapapun di alamat Pelanggan termasuk 
penggunaan oleh anggota keluarga, pegawai, penghuni atau pihak ketiga 
lainnya. 
2) Pelanggan turut menjaga perangkat CPE milik Telkom yang terinstalasi 
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dialamat Pelanggan guna kelangsungan layanan IndiHome berjalan baik. 
c. Larangan Bagi Pelanggan 
1) Pelanggan dilarang melakukan pemindahan atau perubahan, berupa 
apapun terhadap jaringan layanan IndiHome. 
2) Pelanggan dilarang melakukan penjualan kembali baik sebagian maupun 
seluruhnya layanan IndiHome dalam bentuk apapun tanpa seizin Telkom. 
3) Pelanggan dilarang menggunakan layanan IndiHome untuk melakukan 
tindakan yang dapat merugikan pihak manapun, termasuk dan tidak 
terbatas pada:  
1. Mengganggu atau merusak suatu jaringan atau sistem komputer pihak 
manapun. 
2. Pengiriman email secara terus menerus dengan tidak bertanggung 
jawab (spamming) 
3. Memalsukan email header atau metode lain yang digunakan dengan 
tujuan untuk memalsukan identitas Pelanggan. 
4. Pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pihak lain. 
5. Tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma kesopanan, 
kesusilaan peraturan, atau hukum yang berlaku di Wilayah Republik 
Indonesia. 
2) Kewajiban, Hak, dan Larangan bagi  Telkom  
a. Kewajiban Telkom 
1) Menyediakan layanan IndiHome di alamat Pelanggan atas permintaan 
Pelanggan yang memenuhi ketentuan teknis Telkom. Memberikan 
pelayanan yang baik dan transparan terkait layanan IndiHome kepada 
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Pelanggan. Memberikan informasi mengenai spesifikasi teknis, sifat-sifat 
dan karakteristik umum layanan IndiHome yang disediakan Telkom, 
melalui brosur, leaflet, PlasaTelkom, 147 atau media lainnya. 
Memberikan jaminan tingkat layanan (Service Level Guarantee) 
IndiHome sesuai dengan ketentuan Telkom. 
2) Memberikan kompensasi kepada Pelanggan bila jaminan tingkat layanan 
(Service Level Guarantee) IndiHome tidak terpenuhi atau terbukti ada 
kesalahan tagihan. 
3) Menindak lanjuti laporan Pelanggan jika sambungan layanan IndiHome 
di alamat Pelanggan mengalami gangguan/kerusakan. 
4) Menindak lanjuti laporan Pelanggan atas setiap pemindah-tanganan hak 
tanggung jawab dan/atau kewajiban Pelanggan terkait layanan IndiHome 
kepada pihak lain. 
5) Menindak lanjuti permintaan Pelanggan untuk berhenti berlangganan 
layanan IndiHome sementara atau memutuskan kontrak berlangganan. 
b. Hak Telkom  
1) Menerima pembayaran biaya pemasangan sambungan layanan IndiHome 
(biaya pasang baru, biaya mutasi, biaya IKR/G, biaya aktivasi 
fitur/konten/Jasnita dan biaya lainnya terkait pasang sambungan baru 
IndiHome) sesuai dengan ketentuan Telkom. 
2) Menerima pembayaran tagihan layanan IndiHome tepat pada waktunya 
sesuai ketentuan Telkom. 
3) Menerima atau mengambil perangkat CPE milik Telkom yang terinstal di 
alamat Pelanggan untuk layanan IndiHome, apabila Pelanggan berhenti 
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berlangganan layanan IndiHome. 
4) Melakukan perubahan layanan dan atau jaringan akses dan/atau 
konfigurasi teknis dan/atau perubahan nomor sambungan layanan 
IndiHome dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan, kehandalan 
dan keamanan layanan IndiHome untuk Pelanggan. 
5) Menolak permintaan layanan IndiHome yang diajukan Pelanggan, bila 
tidak memenuhi ketentuan teknis Telkom. 
6) Memeriksa instalasi Pelanggan untuk memastikan agar sambungan 
layanan IndiHome dapat berfungsi dengan baik. Mengenakan sanksi 
kepada Pelanggan sesuai dengan kontrak berlangganan. 
7) Mengelola Internet Protocol (IP) baik static maupun dynamic pada 
layanan akses internet IndiHome yang merupakan milik Telkom. Untuk 
keperluan peningkatan kualitas layanan IndiHome,  
8) Pelanggan wajib memperkenankan Telkom untuk dapat memasuki dan 
memeriksa CPE di alamat Pelanggan. 
c. Larangan bagi Telkom 
Telkom dilarang melakukan perubahan dalam bentuk apapun terhadap 
jaringan layanan IndiHome dan dilarang mengenakan sanksi kepada 
Pelanggan kecuali sesuai dengan ketentuan kontrak berlangganan. 
d. Pembatasan Tanggung Jawab Telkom 
Telkom dibebaskan dari tanggung jawab atas pembayaran kompensasi atau 
kerugian yang telah ditanggung oleh Pelanggan, baik kerugian langsung 
ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsinya atau tidak 
berfungsinya sambungan layanan IndiHome, karena:  
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1) Kerusakan/gangguan layanan IndiHome akibat kesalahan Pelanggan. 
2) Perubahan jaringan akses, perubahan nomor atau jaringan 
telekomunikasi Telkom. 
3) Kegagalan interkoneksi jaringan layanan IndiHome dengan 
penyelenggara telekomunikasi lain. 
4) Kesalahan tagihan akibat dari akses/pemakaian jasa layanan IndiHome 
yang disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi lain di luar 
Telkom. 
5) Kerusakan akibat peristiwa/kejadian diluar batas kendali normal 
Telkom (Force Majeur). 
3) Tagihan dan Biaya Layanan IndiHome 
a. Tagihan IndiHome memuat biaya yang terdiri dari :  
1) Biaya IndiHome, biaya pemakaian lokal dan SLJJ on net yang melebihi 
kuota, biaya pemakaian lokal dan SLJJ off net, biaya pemakaian 
panggilan ke Telkomsel yang melebihi kuota, biaya panggilan ke 
seluler (non Telkomsel) , biaya panggilan internasional, biaya 
fitur/konten/Jasnita, biaya sewa perangkat CPE. 
2) Biaya lainnya seperti biaya materai, tagihan tunggakan, biaya mutasi 
dan denda karena tunggakan. 
b. Pembayaran IndiHome ditagihkan dalam satu invoice (single invoice), 
sehingga pembayaran tagihan IndiHome menjadi satu kesatuan, tidak dapat 
dibayarkan secara parsial/sebagian layanan IndiHome. 
c. Informasi mengenai besarannya tagihan/rekening jasa layanan IndiHome 
dapat diperoleh oleh Pelanggan dengan cara berlangganan electronic Billing 
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System (eBS) yang registrasinya melalui seluruh channel layanan Telkom. 
Klaim Keberatan Atas Tagihan TelkomPelanggan melaporkan klaim 
keberatan melalui channel layanan Telkompaling lambat satu bulan setelah 
tanggal batas akhir waktu pembayaran. Pelanggan diwajibkan membayar 
uang deposit (titipan) terlebih dahulu sebesar minimum dari rata-rata 3 (tiga) 
bulan tagihan terakhir atau sebesar nilai tagihan yang diklaim kepada 
Telkom. Klaim atas keberatan Pelanggan terhadap tagihan IndiHome akan 
diproses sesuai ketentuanTelkom.Apabila klaim diterima dan jumlah uang 
deposit melebihi dari nilai yang harus dibayar Pelanggan maka sisa uang 
deposit (titipan) setelah dikurangi nilai yang harus dibayar akan menjadi 
pengurang tagihan IndiHome bulan berikutnya.Klaim tagihan penggunaan 
jasa layanan IndiHome yang diselenggarakan oleh penyelenggara 
telekomunikasi lain diluar Telkom seperti panggilan internasional, layanan 
fitur/konten/jasnita yang tagihannya menjadi satu dengan tagihan IndiHome. 
4) Sanksi 
a. Pelanggaran terhadap ketentuan kontrak berlangganan dikenakan sanksi 
mulai dari pengisoliran, denda sampai dengan pemutusan/pencabutan 
layanan IndiHome sesuai dengan ketentuan Telkom. 
b. Ketentuan pengisoliran, denda dan pemutusan/pencabutan layanan 
IndiHome bagi Pelanggan yang menunggak pembayaran tagihan IndiHome 
sebagai berikut:  
1) Apabila Pelanggan IndiHome tidak melakukan pembayaran sampai 
dengan akhir masa pembayaran bulan N (tanggal 20 setiap bulan), maka 
pembayaran mulai tanggal 21 sampai akhir bulan N kepada Pelanggan 
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IndiHome dikenakan denda 5% total tagihan IndiHome atau minimum 
Rp.5000,-. 
2) Apabila Pelanggan IndiHome belum melakukan pembayaran sampai 
dengan bulan N (tanggal 20 setiap bulan), maka sambungan IndiHome 
(Telepon, Internet, UseeTV) diisolir mulai tanggal 21 bulan N. 
3) Apabila Pelanggan melakukan pembayaran IndiHome mulai tanggal 1 
bulan N+1 sampai dengan akhir bulan N+1, maka dikenakan denda 10% 
total tagihan IndiHome atau minimal Rp.10.000,- dan isolir layanan 
IndiHome dibuka. 
4) Apabila Pelanggan IndiHome tidak melakukan pembayaran sampai 
dengan akhir bulan N+1 (menunggak 2 bulan), maka pada tanggal 1 
bulan N+2 sambungan IndiHome akan di-nonaktif-kan oleh Telkom. 
c. Pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan kontrak berlangganan tidak 
mengurangi kewajiban Pelanggan (Eks Pelanggan), ahli waris atau 
penggantinya untuk melunasi seluruh tagihan/tunggakan layanan IndiHome 
termasuk dendanya kepada Telkom. 
d. Pelanggan dengan ini memahami, mengetahui dan menyatakan bahwa 
ketentuan dalam kontrak berlangganan merupakan pemberitahuan/informasi 
tentang kemungkinan dikenakannya sanksi tersebut, oleh karena itu tidak 
ada kewajiban bagi Telkom untuk memberitahukan lebih dahulu kepada 
Pelanggan atas pengenaan sanksi dimaksud. 
5) Force Majeure (keadaan memaksa). 
a. Tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan kontrak 
berlangganan oleh Pelanggan atau Telkom tidak termasuk sebagai 
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pelanggaran atas kontrak berlangganan jika hal tersebut disebabkan oleh 
keadaan force majeure (keadaan memaksa). 
b. Yang termasuk force majeure adalah kejadian-kejadian yang tidak dapat 
diduga yang berdampak luas serta tidak dapat diatasi oleh pihak yang 
mengalaminya atau pihak lainnya dan/ atau diumumkan oleh pemerintah 
setempat, termasuk peristiwa-peristiwa bencana alam, wabah penyakit, huru 
hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, putus aliran listrik 
umum/ PLN. 
c. Seluruh kerugian yang dialami oleh Pelanggan atau Telkom sebagai akibat 
dari keadaan force majeure tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya. 
6) Ketentuan yang dipisahkan (Severabillity) 
Apabila oleh suatu sebab terdapat sebagian dari ketentuan dalam kontrak 
berlangganan dibatalkan oleh Hakim atau menjadi batal demi hukum maka 
ketentuan tersebut tidak membatalkan atas mempengaruhi ketentuan 
selebihnya. 
7) Pengakhiran Kontrak Berlangganan 
Telkom secara sepihak dapat mengakhiri kontrak berlangganan karena 
Pelanggan melanggar ketentuan kontrak berlangganan atau karena Telkom 
tidak mampu lagi menjadi penyelenggara layanan IndiHome diwilayah/ lokasi 
Pelanggan. 
a) Pelanggan dapat mengakhiri kontrak berlangganan secara sepihak dengan 
memberitahukan kepada Telkomterlebih dahulu selambat-lambatnya 14 
(empat belas) hari kerja sebelumnya, namun Pelanggan (Eks Pelanggan) 
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tetap bertanggung jawab untuk melunasi tunggakan IndiHome kepada 
Telkom. 
b) Apabila Pelanggan bermaksud untuk mengganti layanan paket 3 Play atau 2 
Play menjadi 1 Play atau 2 Play, maka Pelanggan wajib mengisi Kontrak 
Baru Berlangganan dan dengan demikian maka Kontrak lama baik 3 Play 
atau 2 Play menjadi tidak berlaku lagi. 
c) Telkom dan Pelanggan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya 
ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, sehingga pembatalan atau 
pemutusan kontrak berlangganan dapat dilakukan oleh salah satu pihak jika 
terjadi wanprestasi, dan dinyatakan sah tanpa menunggu keputusan hakim. 
8) Penyelesaian Perselisihan 
a) Perselisihan yang menyangkut pelaksanaan dan/atau penafsiran atas 
kontrak berlangganan diselesaikan bersama oleh Telkomdan 
Pelanggansecara musyawarah. 
b) Apabila penyelesaian secara musyawarah berdasarkan ketentuan dalam 
kontrak berlangganan tidak tercapai maka Telkom dan Pelanggansepakat 
menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri (PN)/Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan domisili hukum 
dilokasi kantor Telkom setempat. 
Dalam suatu perjanjian itu akan menimbulkan suatu hubungan hukum dari  
para pihak yang membuat kontrak. Masing-masing pihak terikat satu sama lain 
dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat 
perjanjian . sedangkan dalam praktiknya bukan hanya orang perorangan saja 
yang membuat kontrak/perjanjian , namun termasuk juga badan hukum yang 
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merupakan subyek hukum. Dengan kata lain kontrak adalah suatu perjanjian 
antara para pihak (dua pihak atau lebih) yang saling mengikat dirinya untuk 
melakukan suatu perbuatan hukum dalam bidang harta kekayaan. Adapun 
unsur-unsur yang tercantum dalam hukum Perjanjian/kontrak dapat di 
kemukakan sebagai berikut : 
a. Adanya kaidah hukum 
Kaidah hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam , yakni tertulis 
dan tidak tertulis. Kaidah hukum dalam perjanjian tertulis adalah kaidah-
kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat 
dan yurisprudensi . Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah 
kaidah-kaidah hukum yang timbul , tumbuh , dan hidup dalam masyarakat , 
seperti : jual beli tahunan, jual beli lepas, dan lain sebagainya . Konsep-
konsep hukum ini berasal dari hukum adat. Kaidah hukum kontrak 
berlangganan layanan Indihome merupakan kaidah hukum tertulis. 
b. Subyek hukum 
 
Istilah lain dari subjek hukum adalah rechtperson. Rechtperson diartikan 
sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam kontrak berlangganan 
layanan Indihome yang menjadi subjek hukum dalam kontrak adalah 
Indihome dan Pelanggan 
c. Adanya prestasi 
Prestasi dalam konteks kontrak berlangganan layanan Indihome adalah apa 
yang menjadi hak Indihome dan kewajiban Pelanggan. suatu prestasi dalam 
kontrak berlangganan layanan Indihome adalah (1) Membayar biaya 
pemasangan sambungan layanan IndiHome (biaya pasang baru, biaya 
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mutasi, biaya aktivasi fitur/konten/Jasnita dan biaya lainnya) sesuai dengan 
ketentuan Telkom, (2) Membayar tagihan biaya jaringan dan/atau jasa 
layanan IndiHome tepat pada waktunya sesuai ketentuan Telkom. 
d. Kata sepakat 
 
Didalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan empat syarat syah nya 
perjanjian seperti dimaksud diatas , dimana salah satunya adalah kata 
sepakat (konsensus). Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak 
antara para pihak. 
e. Akibat Hukum 
Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat 
hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Dalam kontrak 
berlangganan layanan Indihome antara lain disebutkan bahwa kewajiban 
Pelanggan (a) membayar biaya pemasangan sambungan layanan IndiHome 
(biaya pasang baru, biaya mutasi, biaya aktivasi fitur/konten/Jasnita dan 
biaya lainnya) sesuai dengan ketentuan Telkom, (b) menyediakan instalasi 
kabel rumah/gedung dan catuan daya listrik untuk perangkat CPE layanan 
IndiHome di alamat Pelanggan. Adapun hak pelanggan antara lain (a) 
mendapatkan jaminan tingkat layanan (Service Level Guarantee) IndiHome 
sesuai dengan ketentuan Telkom, (b) mengajukan klaim tagihan IndiHome 
apabila diyakini ada besaran tagihan yang tidak sesuai. 
Dengan demikian suatu perikatan belum tentu merupakan perjanjian, 
sedangkan perjanjian merupakan perikatan, atau dengan kalimat lain, bila 
defenisi dari pasal 1313 KUHPerdata tersebut dihubungkan dengan maksud 
dari Pasal 1233 KUHPerdata , maka dapat terlihat pengertian dari perikatan, 
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karena perikatan dapat lahir dari perjanjian itu sendiri. 
Perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini pengguna jasa televisi 
berlangganan, apabila merujuk pada perjanjian antara pihak Indihome sebagai 
pelaku usaha dengan pelanggan siaran televisi berlangganan adalah 
mendapatkan jaminan tingkat layanan dan mengajukan klaim tagihan 
IndiHome apabila besaran tagihan yang tidak sesuai dan merugikan konsumen. 
Namun dalam praktik, adanya perubahan paket siaran  secara sepihak yang 
sebetulnya merugikan pelanggan seperti yang dialami oleh Melly Musfiroh 
yang beralamat di Jagapura Kersana Brebes awalnya konsumen tersebut 
bingung karena tagihan tiba – tiba naik setelah konsumen menghubungi ke 
pihak indihome ternyata adanya perubahan channel televisi berlangganan disitu 
konsumen merasa dirugikan atas perubahan tersebut karena tidak ada 
pemberitahuan sebelumnya yang akhirnya konsumen meminta pencabutan 
layanan add on indibasket + indisport. Menurut Shita Ayu Nirandita bahwa:  
„itu memang hal biasa mengingat secara teknis, artinya tidak ada 
kerugian semisal tagihan naik, itu disebabkan karena ada tambahan 
open chanel. Pastinya konsumen sudah dapat menikmati perubahan 
siaran tersebut, dan dari Telkom pasti sudah mengkonfirmasi untuk 
info kenaikan tarif”42 
 
         Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa perubahan paket 
siaran yang dilakukan oleh pelaku usaha (Telkom) terhadap user (pengguna) 
paket siaran televisi berlangganan, bukan dimaksudkan untuk merugikan 
terhadap konsumen terkait dengan adanya kenaikan besaran tarif.  Konfirmasi 
dari pihak pelaku usaha justru memberitahukan kepada user (pengguna) paket 
                                                          
41
Shita Ayu Nirandita, wawancara tentang perubahan paket siaran, tanggal 12 Desember 2019 
pukul 12.00 wib. 
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siaran berlangganan selaku konsumen agar memaklumi perubahan paket 
tersebut. Adapun bentuk perlindungan Telkom (pelaku usaha) terhadap 
konsumen dalam paket siaran televisi berlangganan adalah berupa layanan 


























A. Kesimpulan  
 1. Bentuk perjanjian televisi berlangganan Indihome Telkom Indonesia terhadap 
perubahan paket siaran secara sepihak pada dasarnya menggunakan perjanjian  
kontrak yang merupakan hubungan hukum antara pihak Telkom dengan 
Pelanggan. Telkom berhak atas prestasi dan Pelanggan berkewajiban untuk 
melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Unsur-unsur 
kontrak televisi berlangganan setidaknya meliputi (a) adanya hubungan hukum 
yang menimbulkan akibat hukum timbulnya hak dan kewajiban, (b) adanya 
subjek hukum, (c) adanya prestasi, terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat 
sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. 
2. Perlindungan Hukum yang diberikan Telkom, terhadap Pelanggan layanan 
Indihome diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, dibedakan menjadi dua yakni (a) perlindungan 
hukum yang bersifat preventif sebelum adanya sengketa, (b) perlindungan 
hukum refresif hanya berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa 
yaitu sengketa kepada Pengadilan Negeri (PN) atau Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) dengan domisili hukum dilokasi Telkom.  
B. Saran  
 1. Pihak Indihome harus memberikan perlindungan hukum kepada pelanggan 




2. Pihak Indihome harus menyampaikan informasi yang jelas, benar dan tidak 
menyesatkan calon konsumen sebelum memutuskan untuk berlangganan 
layanan Indihome serta pihak Indihome melaksanakan haknya sesuai dengan 
isi kontrak dan tidak boleh melanggar hak konsumen agar nantinya konsumen 
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